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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR |61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Menimbang

Mengingat

1.

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pianl |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

WA -

Daerah adalah Kabupaten Pesiair Selntan,
Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan,
Pemerintah - Daerah adalnh - Bupati - sebagal  unaur penyelenggari

pemerintahan dacrah vang memimpin pelakannonan urisan pererintnhan

v

ang menjoadi kewenanpgan daerah otonom.

4. Perangkat  Daerah  adalah unsur  pembantu Bupnti don  Dewan
Perwakilan - Rakyat  Dacrah dalam penyelenggarnan - urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dnernh.

on

Pemerintahan Dacrah adalah Penyelenggnronn  urusan pemerintahan

olech pemerintah dacrah dan Dewan Perwakilon Rakyat Dacrah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonormi scluns-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

N o

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

selanjutnya  disebut  Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Sclatan Tipe B.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi vang melaksanakan kegiatan tecknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

(1)

(2)

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahi:

C.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:

3
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1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan
Sosial;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial;
dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin,

membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan
Jaminan Sosial; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir
Miskin.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan
Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.
UPTD.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

€. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana
strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka
menengah daerah;

Dipindai dengan CamScanner



{. perumusan kebijakan, penyelenggaran, pemantionnn dnn evalunnl,
pembinann dan pengembangnn sumber diyn manunin - wertn
pemberdayann dan rehabilitant soslal, perlindungan, jaminan wosinl
dan penanganan fakiv minkin,  pemberdaynnn perenipunt dan
perlindungan anak;

g pelaksannan kebijnkun, penyelenggnrann, pemantntnn it
pemberdaynan dan rehabilitasi sosinl, perlindungan, jnmir
dan  penanganan  fnkic  miskin, pemberdonynan perempunt dan
perlindungan anak;

h. pembinaan, pengawasan dan pengendalion urasan lkenekretnrintnn,
kepegawaian dan ramah tangga dinas,

i, pembinaan, pengawasan, pengendalion dan koordinnai  kegintan
bidang teknis meliputi bidang pemberdaynnn dan rehabilitani soninl,
perlindungan, jominan  sosinl dan  penangnnon fnkir miskin,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

J. pembinaan pengawasan dan pcngcndnliun penggunaan  anggaran
dinas;

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalinn akuntabilitas kincrja
instansi pemerintah;

l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan.

1 evalunnl
win nonind

Bagian Kedua
Sckretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat dipimpin oleh scorang Sckretaris yang dalam meclaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasi kegiatan dinas;

b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyclenggaraan pengelolaan barang milik dacrah dan layanan
pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi scbagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program
kerja dinas;

b. menyusun program kerja sckretariat berdasarkan rencana strategis
dan program kerja tahunan dinas;
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- memantau - serta mengevaluasi  realisasi  pelaksannan  kegiatan
sckretariat  untuk  mengetahui  perkembangan, hambatan  dan
permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyclesainnya;

- menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub
bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan
dan pelaporan;

- memberi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, mengevaluasi,
membina, mengawasi serta  menilai  tugas bawahan dalam
pelaksanaan tugas sckretariat;

. menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan mecnyangkut
bidang sekretariat;

g. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
h. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;

i. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala

dan tahunan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis

sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan,
keuangan dan pelaporan;

-mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian,
perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;

- mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran,

pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,;

. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur
Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang
milik negara di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian
mempunyai fungsi :

()

a.

b.

F

penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan
administrasi kepegawaian;

penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;

penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan
kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(3) Dalam mclaksanakan fungsi schagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a.

b.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub
bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga
dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk
pemecahan masalah;

mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman
kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan
acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;

mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan;

merencanakan  kebutuhan barang dan perlengkapan serta
melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian,
penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan
kantor dan lingkungan serta rumah dinas;

mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris
dan perlengkapan;

menyiapkan bahan pembuatan daftar sasaran kerja pegawai;
mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian
dilingkup dinas;

menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai
dilingkup dinas;

. menyiapkan bahan usulan karis, karsu, askes dan lain-lain dilingkup

dinas;

menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan
surat cuti pegawai dilingkup dinas;

menyiapkan bahan perencanaan dan program kesejahteraan pegawai
dilingkup dinas;

menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran
pegawai dilingkup dinas;

membuat laporan kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan
menyusun bezetting dilingkup dinas;

mengonsep surat dan naskah dinas serta mendistribusikan sesuai
dengan disposisi dan arahan atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan

. Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan,
. keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas.

7
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(1)

(2)

3)

Baginn Ketign
Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 8

Bidang Pemberdayaan  dan Rehabilitasi Sosinl - mempunyai  tugas

menyelenggarakan  perumusan dan pelaksanaan  kebijakan di bidang

pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

Q. perumusan kebijakan di bidang pemberdaynan sosial, rchabilitasi
sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai
Kepahlawanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rchabilitasi
sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan
sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan
penanaman nilai-nilai kepahlawanan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial,
rchabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman
nilai-nilai kepahlawanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, rehabilitasi
sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan;

f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi
sosial; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi
sosial serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana
strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan
bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial sesuai sasaran yang
telah ditetapkan;

c. menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan teknis bidang
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;

d. menyelenggarakan kerja sama bidang pemberdayaan dan rehabilitasi
sosial skala kabupaten;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan
dan rehabilitasi sosial;

f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan
kegiatan bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;

g. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan
mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan
seksi pemberdayaan sosial;

h. memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan
mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan
seksi rehabilitasi sosial;
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Lomenmberikan layanan konsultasi,  fasilitasi,  koordinasi  dan
mengevaluasi sertn mengrahkan pelakeannan program dan kegintan
seksi bina usaha kelembagaan sosial dan pennnaman nilai-nilai
Kepahlawanan:

o mencliti dan memaraf naskah dinns vang berkaitan denpan bidling
pembendayann dan rehabilitasi sosinl sesuai dengan ketentuan;

K. membagi tugas  atau kegintan,  memberi  petunjuk,  memeriksa,
mengevaluasi, membing, mengawasi dan menilai hosil kerjn: bawahan
di lingkungan bidang pemberdavann dan rehabilitasi sosial agar
pelaksanaan kegintan sesuai dengan ketentuan;

L menyampaikan  saran  dan  telaahan kepada  pimpinan - melalui

Sckretaris menyangkut pelaksannan tugas bidang;

membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban

kepada atasan; dan

n. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

m

Paragrafl 1
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial
Pasal 9
Kelompok  Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan — Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pemberdayan sosial.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial
Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan
Penanaman Nilai - Nilai Kepahlawanan
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian  bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.
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i heempal
Adang Nerehindinainn, dambinan Boninl
dant Poiansganan Bakie Minkiin
Paral 12D

Hidang heaindingan, daminan Sosdal dan Nenamganan Bakde Minkdo

nempnma tgas menyelemsarakan  peramiaan i pelakaaninng

Aebiakan bidang pertinduingan, jaminan sostal dan pensnganan fukds

e,

Uk melaksanakan tigas sebagainann dimakeand pada - avat (1),

Wdang Aeelindungan, daminan Soatal dan Penanpanan Fakde Minkin

menvelangummian thngi §

A pennnusan kebjakan di bidang peelindungan aortal korban bencana
alam dan dencana wowial, bantian dan faminan woaial - dan
penanaanan ki wisking

b pelakaanaan  Kebjakan bidang  perlindunpan nonfal - Korban
dencana atam dan bencana wostal, hantian dan jaminan aosfal dan
penanganan akie misking

Coopenyustnan norma, standar, proseduar, dan Keiteria perlindunpan
soatal Rorhan bencana alame dan beneana sontal, bantuan dan
Janinan sosial dan penanganan hkiv ntaking

AU pemberian himbingan  teknds dan superviat - perlindungan sonial
Rorhan bencana: alam dan bencana sonial, bantuan dan jaminan
sostal dan penanganan takie misking

o pelaksanaan evaluast dan pelaporan perlindungan sosial korban
bencana alam dan beneana soaial, hantuan dan jaminan sosial dan
penanganan akic misking

. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan, jaminan sosial
dan penanganan ki misking dan

R pelaksanaan fangsi lain yang diberikan oleh pimpinan,

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

Bidang Perlindungan, Jaminan Nosial dan Penanganan fakir Miakin

mempunyal uraian tugas

A menyusun rencany, program kegjno dan anggaran berbasia kinerja
berdasarkan fugas dan fungsi bidang peclindungan, jaminan sosial
dan  penanganan  fakic miskin sertn sumber  daya yang  ada
berpadoman  kepada  rencana strategis  dinan sobagal  pedoman
pelaksanaan tugns,

b, menganalisa dan mengatur pelaksanann progeam kerjn dan kepiatan
bidang perlindungan, jaminan sosinl dan penanganan ikie minkin
sesual sasaran yang telah ditetapkany

¢, menyelengrarakan pelaksanaan pelatihan leknin bidang
perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakiv misking

d. menyelenmrakan kerja samane bidang perlindunpan, jaminan soslal
dan penanganan fakie miskin skala kabupaten;

e. mengkoondinagikan penyelengparaan keplatan bldang perlindunpan,
jaminan sosial dan penanganan fakir wiaking '

. mengawast dan mengendalikan  pelaksnnaan propram kerjn dan
kewintan bidang perlindungan, Jaminan sosinl dan penanganan fakir
misking
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g memberikan  layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan

mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanann program dan kegiatan
scksi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
h. memberikan  layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan

mengevaluasi serta menparahkan pclaksanaan program dan kegiatan
seksi bantuan dan jaminan sosial;

i. memberikan layanan
menge

konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan
valuasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan
scksi seksi penanganan fakir miskin;
J. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang
perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai
dengan ketentuan;
membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa,
mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan
di lingkungan bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan
fakir miskin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan melalui
sckretaris menyangkut pelaksanaan tugas bidang;

membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban
kepada atasan; dan

n. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana

TS T T

T

Alam dan Bencana Sosial.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Bantuan dan Jaminan Sosial
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Jaminan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Bantuan dan Jaminan Sosial.
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Paragrafl 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pcnanganan Fakir Miskin

- mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan kebijakan,

penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan
Penanganan Fakir Miskin.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup dan
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak
serta data dan informasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup dan
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak
serta data dan informasi;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan
kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan
perlindungan anak serta data dan informasi;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kualitas
hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan
perlindungan anak serta data dan informasi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak
serta data dan informasi;

f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
uraian tugas :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta sumber daya yang ada berpedoman kepada
rencana strategis dinas scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai
sasaran yang telah ditetapkan;

c. menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan teknis bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

12
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G menreienaaraian Ketin s Blang primdeidaraan peeimpian dany
poriindinngan aval skata Ratupaten,

S menginandivasian. penveienggarran egtatan hidang pemnbentayasi
peivpaan dan periindungan anaky

L wenganast dan wengendativan polalaanaan prassn keua dan

Aoatan bidang pembendavaan perempiian dan peoindungan anakg

vembenian lanan konsilias, fasilitany, Aoondinaa - dan

M VRN ser nengaraiian pelaaanaan program dan kegiatan

SeRat pentngiatan Riatitas hidug dan peintentayaan perempian

N memberikan L—\\':u\:u\ Konsniiasg, sy, Roondinast dan
mengevahinal serta mengaraian pelaksanaan progeam dan Kepiatan
seRal peaenuhan hak dan perindingan anaks

Lomemberikan lyvanan konsulias, fawilital,  Koondinastdan
tengervainant serta mengambian pelaksanaan progmm dan kegiatan
sekat data dan nlwiast

I menclitt dan memamt naskal dinas yang berkaitan dengan Wdang
pembendayaan . perempian dan perlindungan anak aennal dengan
Ketentuan

Ko membagl  mgas s kegiatan, membert petunuk,  memerikaa,
mengevaiuast, membing, mengawas dan menilal hastl kegia: hawahan
dil Hngkungan didang pembendavaasn perempuan dan perlindungan
anak agar pelakannasn Reglatan sesiat dengan Retentuan

L menvampatkan  samn - dan telaaban kepada plmpinan melalag
sekretans menvangkut pelaksanaan tugas hidang

m, membuat lapomn pelaksanaan tugas sebagal pertangrungjawaban
Kepada atasan: dan

n. melaksanaan tugas lain vang diberikan oleh piapinan,

7
7

Paragral
Relompok Jabatan Pungsional Sub-Subatansi
Peningkatan Kualitas Hidup dan Pembentayann Berempuan

Pasal |7
Kelompok Jabatan Pungsional Sub-Substanst Peningkatan Rualitas Hidup dan
Pemberdayaan Perempuan mempunyat tugas melaksanakan peramusan dan
pelaksanaan kebjjakan, penyusunan novma, standar, prosedur, dan Keiteria,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantaunan, evaluasi,
dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup dan Bembendayann Perempuan,

Paragral 2
Relompok Jabatan Pungsional Sub-Subaansg
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal I8
Kelompok Jabatan  Fungsional Sub-Substanst - Nemenuhan Hak  dan
Perlindungan  Anak  mempunyal — tukas melaksanakan  peramusan dan
pelaksanaan kebijjakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan keiterta,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervist gevta pemantanan, evalunas,
dan pelaporan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

R
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L Paragreal &
Relompok Jabatan Pungsional Sub-Substanst Data Dan Informasi
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyal

tugas melaksanakan perumusan dan pelnksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian himbingan teknis dan
supervist serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Data dan Informasi,

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dacrah
Pasal 20

(1) Untuk menyelenggarakan  sebagian  tugas  dinns  dibidang  sosinl,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dibentuk UPTD,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimuaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
Sub-Koordinator
Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dipimpin oleh  sub-
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.

(2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian
dan keterampilan.

(2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-
koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-
substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerjn
kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai
sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang
bersangkutan.
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(2) Sub-koordinator scbagaimana dimaksucd pada avat (1) melaksanakan
tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuni dengan kelompok sub
substansi pada masing-masing pengelompokan uratan fungsi.

BAB V
TATA KERUA

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerjuo dalam satuan
kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja
masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka
dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.

(2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,
maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan
senioritas kepangkatan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab
dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,

BAB VI
ESELONERING
Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon 1l.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ill.a,

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon 1l1.b.

(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural
eselon IV.a.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan
struktural eselon IV.b.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan
disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk
sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

P
Ditetapkan . di Pginan
pada tanggal 20 Pegsember 2021

Diundangkan di Painan
'pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

v
MAWARDI ROSKA

| BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : ! 61
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